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MOTO 

 

 

Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin 

tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 

waktu yang lama. 

(Ali bin Abi Thalib)
1
 

 

A person doesn't know how much he has to be thankful for until he has to pay 

taxes on it. 

(Anonymous)
2
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 http://www.jejakislam.com/2017/01/kata-mutiara-tentang-ilmu.html  (diakses tanggal 7 April 

2018) 
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 http://www.quotegarden.com/taxes.html  (diakses tanggal 7 April 2018) 
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RINGKASAN 

 

 

Prosedur Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Hamzah Dwi Maqfiroh; 

150903101023; 2018; 138 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan  Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. 

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada 26 Februari 2018 sampai 

dengan 09 April 2018, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui 

dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pendataan dan Penilaian Nilai 

Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagai iuran wajib, 

pajak kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam pendapatan yang 

diterima oleh negara. Pajak menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan 

pencapaian tujuan pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia dan 

sumber daya alam. Salah satu jenis pajak yang keberadaannya sangat potensial 

dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) kemudian menjadi PBB-P2. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk 

memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada pengalihan PBB-P2 adalah 

pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan. 

 Kegiatan yang dilakukan pada saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu membantu 

menginput data objek baru PBB-P2 dan mempelajari kegiatan perpajakan dalam 

melaksanakan pemungutan PBB-P2 yang ada di Badan Pendapatan Daerah 
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Kabupaten Jember khususnya tentang pendataan dan penilaian Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2. 

 Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pelaksanaan pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan 

pembayaran PBB-P2. Dalam melaksanakan pendataan PBB-P2 wajib pajak 

melakukan permohonan pengajuan pendaftaran ke Bidang Pelayanan, kemudian 

setelah dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, dokumen tersebut dialihkan ke 

bidang pendataan. Di bidang pendataan data-data yang ada diteliti untuk 

kemudian disesuaikan dengan data yang terdapat dalam dokumen pendukung 

yang dilampirkan oleh wajib pajak. Hasil akhir dari pendataan adalah diterbitkan 

Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian dialihkan ke Operator Console 

(OC) untuk diberikan Nomor Objek Pajak (NOP) dan dilakukan penilaian. 

Adapun penilaian yang dilakukan oleh OC adalah  penilaian massal dengan 

menggunakan CAV (Computer Assisted Valuation) dimana penilaian dilakukan 

oleh sistem, sedangkan petugas OC hanya bertugas menginput data terkait Zona 

Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), data-data yang 

ada dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

 Kesimpulan yang diperoleh penulis dari Praktek Kerja Nyata terkait  

prosedur pelaksanaan pendataan dan penilaian Nilai Jual Objek Pajak pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Bupati 

Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember. Diharapkan dalam masa yang 

akan datang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat melaksanakan 

tugasnya dengan lebih maksimal, dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk 

kemudian digunakan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0771/UN.25.1.2/SP/2018 Jurusan 

Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting disamping 

penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan non 

migas. Hal ini karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling 

utama sebagaimana fungsi pajak yaitu sebagai fungsi budgetair atau anggaran 

yang akan mengatur sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran. Tanpa 

pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan 

dana yang berasal dari pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan 

berbagai proyek pembangunan (Iqbal, 2015, Pajak sebagai Ujung Tombak 

Pembangunan,http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-

tombak-pembangunan, diakses tanggal 28 Maret 2018). 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sebagai iuran wajib, pajak kemudian menjadi salah satu 

instrumen penting -dalam pendapatan yang diterima oleh negara- . Pendapatan 

negara menjadi sangat penting karena pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa 

adanya dana terutama yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. 

Pajak menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia dan daya alam.  

 Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga 

mengharuskan masyarakat memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk turut 

serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak, 

baik pajak pusat maupun pajak daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah 

dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Oleh karena itu 

setiap daerah harus mampu menggali potensi dan mengidentifikasi sumber daya
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yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber-

sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli 

Daerah. Melalui salah satu komponennya adalah pemungutan pajak daerah (Dinda 

dan Yazid, 2014). 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu, Pajak Negara atau pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yang 

berlaku di Indonesia adalah; 

a. Pajak Penghasilan (PPh); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 

d. Bea Materai; dan 

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun 

Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut; 

1. Pajak Provinsi, meliputi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 
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i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu 

jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara 

dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan 

(Wulandari, 2016). PBB menjadi sarana yang tepat untuk peningkatan pendapatan 

daerah yaitu dengan mengadakan pengalihan PBB menjadi pajak daerah. 

Pengalihan tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, 

karena pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayahnya (Lampiran 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2012 Tentang Monografi 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Keuntungan yang diperoleh 

dengan adanya pengalihan ini adalah, penerimaan sektor PBB 100%  akan masuk 

ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten/Kota 

hanya mendapat bagian sebesar 64,8% dari bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota 

(Direktorat Jenderal Pajak. 2012. http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-

pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah, diakses tanggal 28 April 2018). 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (Taxing Power) 

melalui kebijakan desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 77 

memberikan kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan kepada Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemeintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) pada pengalihan PBB-P2 adalah pendataan, penilaian, 

penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2.  

Adapun tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah 

sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagai berikut; 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ekonomi daerah; 
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2. Memberikan peluang kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru 

(menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah); 

3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah; 

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 

daerah; dan 

5. Menyerahkan kewenangan fungsi pajak sebagai instrumen 

penganggaran dan pengaturan pada daerah. 

Sebelumnya, Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat 

diatur dengan UU No. 12 Tahun 1994, yang seluruh hasil penerimaannya 

dibagikan kepada daerah dengan proporsi tertentu. Namun, setelah 

diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah memiliki tanggung 

jawab penuh dan membiayai sendiri dalam mengelola PBB-P2 yang 

pemungutannya harus dilakukan secara efektif, agar nantinya dapat memenuhi 

target pendapatan dari PBB-P2 dan tercapai dengan maksimal (Prawoto, 2016). 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa Badan Pendapatan 

Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Jember. BAPENDA Kabupaten Jember merupakan 

instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam pemungutan 

pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, 

bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Setiap pajak yang 

dikelola oleh BAPENDA Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda 

sehingga ditetapkan target penerimaan yang berbeda pada masing-masing jenis 

pajak daerah sesuai dengan tingkat potensi yang dimiliki.  Data terkait target dan 

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah Kabupaten 

Jember Tahun Anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 

2013-2017              

Hasil Pajak Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 

No. Jenis Pajak Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1. Pajak Hotel   1.450.000.000 2.125.544.285 2.200.000.000 3.309.254.720 2.720.00.000 3.520.424.646 3.600.000.000 4.306.859.406 5.000.000.000 4.613.957.568 

2. Pajak Restoran   4.500.000.000 6.160.556.647 5.500.000.000 7.557.470.425 5.750.000.000 8.176.884.275 8.300.000.000 9.385.698.869 9.500.000.000 12.107.319.248 

3. Pajak Hiburan      425.000.000 715.271.347 1.000.000.000 929.201.239 1.050.600.000 1.111.526.807 1.200.000.000 1.297.595.599 1.500.000.000 1.383.660.856 

4. Pajak Reklame   4.100.000.000 6.141.451.314 4.750.000.000 5.408.772.902 5.150.000.000 5.179.522.533 5.250.000.000 4.167.462.283 4.265.000.000 1.461.449.198 

5. Pajak Penerangan 

Jalan 

34.350.000.000 38.904.783.489 40.500.000.000 44.850.483.244 44.500.000.000 49.822.167.031 49.250.000.000 53.832.340.112 59.750.000.000 66.154.309.866 

6. Pajak Parkir        81.000.000 98.005.490 200.000.000 203.903.550 200.000.000 433.044.964 450.000.000 501.252.460 750.000.000 975.086.894 

7. Pajak Air Tanah      350.000.000 353.699.543 1.000.000.000 387.032.998 750.000.000 435.015.897 500.000.000 619.539.180 475.000.000 491.974.894 

8. Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

325.000.000 438.772.680 2.000.000.000 642.938.651 1.280.025.000 1.256.505.661 1.400.025.000 996.957.453 596.061.620 906.200.834 

9. PBB-P2 29.000.000.000 25.685.324.278 50.000.000.000 35.523.880.818 50.000.000.000 33.010.049.435 49.900.000.000 33.754.396.739 50.503.000.000 36.474.171.679 

10. BPHTB 11.500.000.000 14.564.735.335 17.000.000.000 17.765.669.968 18.500.000.000 20.265.566.128 20.000.000.000 27.683.318.728 28.500.000.000 35.832.359.363 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa PBB-P2 merupakan salah 

satu jenis pajak daerah yang memiliki target Penerimaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (P-APBD) yang paling tinggi. Namun, selama 5 tahun 

terakhir ini PBB-P2 masih tidak mampu merealisasikan target P-APBD yang telah 

ditetapkan. Realisasi P-APBD tertinggi dari sektor PBB-P2 yaitu pada tahun 2013 

sebesar Rp 25.685.324.278 atau sekitar 88,57% sedangkan realisasi P-APBD 

terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar 66,02% . sangat berbeda dengan 

Penerimaan dari sektor Pajak Penerangan Jalan yang mampu mencapai realisasi 

sekitar 113,26%. Kontribusi yang dapat diberikan oleh PBB-P2 terhadap P-APBD 

Kabupaten Jember dapat dikatakan masih sedikit tertinggal jika dibandingkan 

dengan kontribusi yang diberikan oleh jenis pajak daerah yang lain bahkan 

mampu merealisasikan target P-APBD lebih dari 100%. 

Dalam menjalankan tugasnya, BAPENDA Kabupaten Jember menerapkan 

Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Oleh karena itu, BAPENDA Kabupaten Jember 

dituntut untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang PBB-P2 yang nantinya 

digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan PBB-P2, mencakup 

objek, subjek, dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan ketentuan lain yang 

diperlukan untuk proses pemungutan PBB-P2 sesuai dengan kondisi yang ada di 

Jember. 

Pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Jember 

sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang nantinya 

berdampak pada peningkatan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi.  
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah dari sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember Tahun 

Anggaran 2013-2017 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

 

2013 29.000.000.000,00 25.685.324.278,00 88,57 Target tidak tercapai 

2014 50.000.000.000,00 35.523.880.818,00 71,05  Meningkat 38,30% 

2015 50.000.000.000,00 33.010.049.435,00 66,02 Menurun 1,45% 

2016 49.900.000.000,00 33.754.396.739,00 67,64 Meningkat 2,25% 

2017 50.503.000.000,00 36.474.171.679,00 72,22 Meningkat 8,06% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 

 Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir penerimaan 

daerah dari sektor PBB-P2 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 

2013 PBB-P2 dapat merealisasikan penerimaan daerah sekitar 88,57% dari target 

yang telah ditetapkan. Di tahun 2014 mengalami peningkatan realisasi sebesar 

38,30% walau mengalami kenaikan target yang sangat signifikan. Pada tahun 

2015 penerimaan dari sektor PBB-P2 kembali mengalami penurunan, yaitu sekitar 

1,45% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan dari sektor PBB-

P2 kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu 2,25% dari realisasi 

pnerimaan tahun sebelumnya. Tahun 2017 penerimaan PBB-P2 mengalami 

peningkatan sebesar 8,06%.  

Salah satu faktor penyebab tidak terealisasinya target tersebut adalah 

kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak dalam menjalankan 

kewajibannya sebagai warga negara yaitu, untuk membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait perpajakan serta 

maanfaat dari membayar pajak dari fiskus (petugas pajak), kurang tegasnya sanksi 

yang diberikan juga menjadikan alasan mengapa Wajib Pajak menyepelekan 

kewajibannya (Eko, wawancara, 12 Maret 2018). 

Proses penetapan PBB-P2 yang terutang oleh BAPENDA Kabupaten 

Jember dimulai dari kegiatan pendaftaran atau kegiatan pendataan dan penilaian. 

Pendaftaran adalah kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaporkan objek 
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pajaknya. Sedangkan pendataan adalah kegiatan meneliti/mengidentifikasi objek 

pajak atau subjek pajak baik dilakukan pendataan secara langsung ke lapangan 

ataupun hanya dilakukan pendataan di kantor. Kegiatan pendataan ini dilakukan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) yang harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Kepala BAPENDA Kabupaten 

Jember selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

SPOP/LSPOP oleh Subjek Pajak. Setelah diperoleh data objek dan subjek pajak 

melalui kegiatan pendataan maka selanjutnya dilakukan penilaian. Di BAPENDA 

Kabupaten Jember kegiatan penilaian untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) dilakukan melalui penilaian massal dengan menggunakan pendekatan 

data pasar untuk penilaian tanah. Pendekatan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data transaksi atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi di 

wilayah yang bersangkutan. Sedangkan untuk penilaian bangunan dilakukan 

dengan pendekatan biaya, yaitu nilai bangunan dihitung berdasarkan biaya yang 

diperlukan untuk membuat bangunan baru. 

 Permasalahan yang sering terjadi pada proses pendataan adalah 

SPOP/LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak diisi dengan benar, 

lengkap serta tidak ditandatangani. Selain itu, data terkait luas objek pajak yang 

diisikan di SPOP/LSPOP tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam dokumen 

pendukung seperti sertifikat tanah, akta jual beli, surat Ijin Membangun Bangunan 

(IMB). Sedangkan permasalahan terkait penilaian adalah terdapat perubahan data 

terkait kode Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB).   

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember. Adapun dalam pemungutannya melalui beberapa proses yaitu, 

pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pembayaran. Dengan jatuh 

tempo pembayaran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh 

Wajib Pajak.  
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Program Praktek Kerja Nyata ini berfokus pada pembahasan terkait 

prosedur pendataan dan penilaian nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pendataan yang dilakukan 

merupakan salah satu prosedur dari pemungutan PBB-P2. Adapun mengambil 

pokok bahasan nilai jual objek pajak, dikarenakan nilai jual objek pajak 

merupakan dasar pengenaan pajak, selain itu nilai jual objek pajak memiliki 

peranan penting dalam penentuan besar kecilnya PBB-P2 yang terutang. 

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini berbeda dengan penulisan Laporan Tugas 

Akhir yang sebelumnya, karena prosedur pendataan dan penilaian dilakukan 

dengan sudut pandang yang berbeda. Pada penulisan sebelumnya hanya 

membahas pendataan yang terjadi dilapangan, sedangkan penulisan penilaiannya 

dilakukan hanya berdasar klasifikasi ketentuan NJOP. Berdasarkan uraian diatas 

penulis tertarik untuk mengangkat topik terkait Pajak Bumi dan Bangunan 

kedalam Laporan Hasil PKN dengan terfokus pada “Prosedur Pendataan dan 

Penilaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

penulis ajukan adalah: “Bagaimana Prosedur Pendataan dan Penilaian Nilai Objek 

Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?” 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1.3.1  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur 

Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Bagi mahasiswa 

1. Menambah pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pendataan 

Dan Penilaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2. Menambah wawasan dalam mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan  ke dalam dunia kerja. 

3. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya 

sekaligus menyelesaikan pendidikan di Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

b. Bagi Universitas Jember 

1. Memberi  tambahan referensi  Laporan Tugas Akhir bidang 

perpajakan untuk koleksi perpustakaan. 

2. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang di 

miliki mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1. Membantu dalam proses pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan 

pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotan
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Dasar-dasar Perpajakan 

2.1.1  Definisi dan Unsur Pajak 

Menurut Adriani (2014:5) pajak merupakan iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Sedangkan menurut Rahayu (2013:22) pajak adalah bantuan, baik secara 

langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 

atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah. 

 Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut; 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang) 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.2  Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup yang konsumtif. 

 

2.1.3  Hukum Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. 

Ada 2 macam hukum pajak yakni: 

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak 

yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya 

utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. 

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan 

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak. 
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c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ 

pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan 

dan banding. 

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.1.4   Pengelompokan Pajak 

Menurut Pohan (2014:36) pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa 

kelompok sebagai berikut: 

a. Menurut Lembaga Pemungutnnya 

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh; Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Materai. 

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 

dibagi menjadi dua tingkatan yaitu: 

a). Pajak Provinsi 

b). Pajak Kabupaten/Kota 

b. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. 

      Contoh: Pajak Penghasilan 

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau         

dilimpahkan ke pihak lain. 

      Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

c. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama 

memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjektif), dan setelah itu baru 

kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya 

pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. 

Contoh: Pajak Penghasilan 
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2. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-

tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari 

subjeknya. 

     Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

 

2.1.5    Syarat Pemungutan Pajak 

 Dalam Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran  dan pengajuan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun bagi warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh: 

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif 

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 

yaitu 10%. 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi 

badan maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.1.6  Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Pohan (2014:33) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Self Assessment System (Sistem menghitung pajak sendiri) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan 

sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasi sistem ini 

kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat 

Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang; 

b. Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut; 

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar; 

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

Tata cara ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki 

pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 

Ciri-ciri Self Assessment System adalah: 
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a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan 

pada pihak Wajib Pajak. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh 

ikut campur. 

b. Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/ 

memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum 

dari hasil pemeriksan pajak oleh fiskus. 

2. Official Assessment system (pemungutan dengan sistem ketetapan) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang 

kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam 

sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada 

pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, jika 

aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitas telah memenuhi 

kebutuhan. 

Ciri-ciri Official Assessment System adalah: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan 

pada pihak fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang. 

c. Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus. 

3. Withholing Tax System (Pemungutan oleh pihak ketiga) 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang 

kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (withholder) untuk memotong atau 

memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tetentu terhadap 

jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. 

Ciri-ciri Withholding Tax System: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari 

pemotongan/pemungutan pajak ada pihak pemotong atau pihak 

pemugut pajak (withholder) 
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b. Wajib Pajak pemungut/pemotong (withholder) bersifat aktif dalam 

menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang dipotong/dipungutnya. 

c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan 

diterbitkan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak 

pemotong atau pihak pemungut pajak (withholder). 

 

2.1.7   Tarif Pajak 

 Menurut Sambodo (2015:13) pemungutan pajak tidak terlepas dari 

keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk 

kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada 

keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Adapun tarif 

pajak menurut Mardiasmo (2016:11) dibedakan menjadi empat yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

3. Tarif Progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin  besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh: 
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Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri. 

 

Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d.Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap        : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif   : kenaikan persentas semakin kecil 

4. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.2  Pajak Daerah  

2.2.1  Definisi Pajak Daerah 

Menurut Siahaan (2015:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat 

oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat 

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat 

prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

 Adapun definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan 

bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
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kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Secara umum, definisi pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk 

kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Darwin, 

2016:99) 

 

2.2.2   Dasar Hukum Pajak Daerah 

 Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah  Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Mardiasmo, 2016:14) 

 

2.2.3   Jenis Pajak Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan 

retribusi daerah, jenis pajak dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 
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9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.4   Tarif Pajak 

Menurut (Mardismo, 2016:16) tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 

1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 

b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) 

dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, pemadam kebakaran, 

sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/ 

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaran lain yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol 

koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). 

3. Tarif Pajak Kendaran Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling 

tinggi masing-masing sebagai berikut: 

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol komatujuh puluh lima persen); 

dan 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen). 
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6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat 

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari 

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 

7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen). 

12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). 

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan paling tinggi 25% (dua 

puluh lima persen). 

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen). 

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen).  

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (lima persen). 
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2.3   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

2.3.1   Definisi PBB-P2 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

 

2.3.2   Dasar Hukum PBB-P2 

Dasar hukum PBB-P2 yang belaku di Kabupaten Jember adalah sebagai 

berikut: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah. 

3) Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 

Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan di Kabupaten Jember 

 

2.3.3    Objek, Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2 

   Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, yang merupakan Objek, Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2 

adalah sebagai berikut: 

1. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 
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laut di wilayah kabupaten seperti, tanah, ladang, kebun, sawah, 

pekarangan, tambang dan lain-lain.  

b.  Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan perairan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan; 

2) Jalan tol; 

3) Kolam renang; 

4) Pagar mewah; 

5) Tempat olahraga; 

6) Galangan kapal, dermaga; 

7) Taman Mewah; 

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 

9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.  

2.  Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

3. Wajib PBB-P2 adalah Subjek Pajak yang meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

2.3.4  Pengecualian Objek PBB-P2 

  Pengcualian objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, objek 

pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah: 

a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
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dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, 

rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.5   Dasar Pengenaan PBB-P2 

  Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan per wilayah 

kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang 

perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup 

besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.  

 Adapun menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember, 

penetapan besarnya NJOP dilakukan dengan memperhatikan: 

a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar; 

b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; 
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c. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian 

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik 

objek tersebut; dan 

d. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 

suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 

tersebut. 

 

2.3.6   Tata Cara Perhitungan NJOP 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 

Tentang Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa 

NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan bahwa NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan hasil perkalian antara total luas areal, luas wilayah, atau luas 

bumi objek yang dikenakan PBB dengan NJOP bumi per meter. 

Pasal 16 Ayat (3) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) merupakan konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP 

bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

klasifikasi NJOP bumi. 

Pasal 16 Ayat (4) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per 

meter persegi. 

Pasal 16 Ayat (5) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam 

klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. 

Dapat disimpiulkan bahwa perhitungan NJOP bumi dan bangunan 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 
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Cara Perhitungan NJOP Bumi dan Bangunan 

NJOP bumi   = Luas Bumi x NJOP/ m
2   

= A 

NJOP bangunan   = Luas Bangunan x NJOP/ m
2  

= B 

 (+) 

NJOP bumi + Bangunan sebagai dasar pengenaan pajak = C 

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan NJOP 

 

2.3.7   Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2 

  Berdasarkan Peraturan Bupati Jember nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember, ditetapkan tarif PBB-P2 sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun. 

b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 

0,205% (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. 

c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) per tahun. 

Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 

dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP).  Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 

setiap Wajib Pajak. 

 

2.4 Prosedur Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

2.4.1  Pengertian Prosedur 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi  langkah secara pasti 

PBB-P2 = TARIF x (NJOP – NJOPTKP) 
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dalam memecahkan suatu masalah https://kbbi.web.id/prosedur (diakses tanggal 4 

April 2018)  

 

2.4.2  Pengertian Pendataan PBB-P2 

 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002 

Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian 

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan 

dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak 

(SISMIOP) menyebutkan bahwa, Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai dengan prosedur 

pembentukan basis data.  

 

2.4.3  Pengertian Penilaian PBB-P2 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember, Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa, Penilaian adalah 

kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak.  

 

2.4.4  Prosedur Pendataan PBB-P2 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Pasal 76 Ayat (1) menyatakan bahwa pendataan dilakukan 

dengan menggunakan Suat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

Pasal 76 Ayat (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala 

Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh 

Subjek Pajak. 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun2012 Tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember, Pasal 15 menyatakan bahwa pendataan dilakukan dengan 
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SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk 1 wilayah administrasi 

desa/kelurahan. 

Pasal 15 Ayat (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP 

pada wilayah yang secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah 

terpencil atau potensi PBB relatif kecil; 

b. Pendataan dengan identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah 

mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif 

objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) 

tahun terakhir secara lengkap; 

c. Pendataan dengan verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah 

mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif 

objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun 

terakhir secara lengkap; dan 

d. Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang 

hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto 

tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. 

Pasal 15 Ayat (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau 

fiscus pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan. 

Pasal 16 Ayat (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan 

Nomor Objek Pajak (NOP). 

Pasal 16 Ayat (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP 

lama. 

Pasal 16 Ayat (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-

masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai 

sebagai NOP induk. 

Pasal 16 Ayat (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP 

tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus/dibatalkan. 
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Pasal 17 menyebutkan pesyaratan untuk dikeluarkannya NOP: 

a. melampirkan KTP/KSK/dokumen lain yang sah; 

b. melampirkan alat bukti kepemilikan; 

c. suat keterangan dari desa/kelurahan; dan 

d. mengisi fomulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak  (LSPOP) disertai tanda tangan wajib 

pajak atau kuasanya. 

Pasal 18 Ayat (1) pendataan terhadap objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 15, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat 

olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu. 

Pasal 18 Ayat (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut; 

a. pagar mewah dengan harga pembuatan p 1.500.000,00/ m
2 

(satu juta lima 

ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas; 

b. tempat olahraga yang dikomersilkan; dan 

c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp 1.500.000,00/ m
2 

(satu juta 

lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersilkan. 

 

2.4.5  Prosedur Penilaian Nilai Jual Objek PBB-P2 

  Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember Pasal 19 Ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan penilaian dapat 

dilaksanakan melalui: 

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi 

rata-rata yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) sedangkan 

NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB); 

b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak tertentu yang bernilai tinggi. 

Pasal 19 Ayat (3) objek pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, adalah; 
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1) Objek pajak yang nilai jual per m
2 

(meter persegi) lebih besar dari 

ketentuan NJOPyang tertinggi; 

2) Objek pajak yang nilai jualnya Rp 1.000.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) atau lebih; 

3) Objek pajak yang diperuntukkan dan/atau digunakan untuk perumahan 

mewah, usaha komersil, industri atau keberadaannya mempunyai sifat 

khusus seperti: 

a) Penambangan lepas pantai (rig) dan dibawah tanah; 

b) Jalan tol; 

c) Objek rekreasi/sport; 

d) Lapangan golf; 

e) Pompa bensin; 

f) Dan lain-lain yang sejenis 

Pasal 19 Ayat (4) kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi: 

1. Penilaian dengan pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara 

membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain 

yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan 

beberapa penyesuaian; 

2. Penilaian dengan pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan 

dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

membangun baru dikurangi dengan penyusutan; dan 

3. Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada 

objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara 

menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 

(satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya 

operasional, dan hak pengusaha.  
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2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1  Definisi Akuntansi pajak 

Menurut Agoes (2014:10) akuntansi pajak adalah akuntansi yang 

diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan 

bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang 

berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pajak 

dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). 

Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, 

untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan 

aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

Dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang tetap mendasarkan 

laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-

undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan 

akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode 

pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo, 

2014:35) 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak 

adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk 

mempermudah penyusunan SPT masa dan tahunan pajak penghasilan.  

 

2.5.2  Proses Akuntansi Pajak 

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi 

seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. 

Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan 

uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu 

jurnal, kemudian diposting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri 

dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara 

bulanan atau tahunan (Supriyanto, 2011:5) 
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2.5.3   Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam Supriyanto (2011:94) Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk 

mencatat pengeluran perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Proses pencatatan pengeluaran pajak bumi dan bangunan ini lebih sederhana 

dibandingkan dengan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, karena 

pajak bumi dan bangunan ini dibayar setahun sekali. Hal ini mempermudah 

perusahaan mencatat transaksi setahun sekali. 

Menurut Undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah 

satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak 

penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan sebagai 

berikut: 

 

Biaya Pajak Bumi dan Bangunan xxx 

  Kas     xxx 

(mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan). 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33 
 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1   Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

  Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dengan 

ketentuan telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari jumlah 111 SKS yang harus 

diselesaikan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna menyusun Laporan 

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya (A.Md.) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia kerja. Adapun hasil 

Praktek Kerja Nyata digunakan sebagai bahan penyusunan laporan dengan 

didukung oleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang diambil untuk 

menyusun laporan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di 

instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan 

Usaha Milik Swasta (BUMS). 

 Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis  sebelum melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata yaitu: 

a. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan pemograman Kartu Rencana 

Studi  (KRS) dengan mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek 

Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata; 

b. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas yang disampaikan oleh 

pihak Program Studi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata; 

c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat 

Praktek Kerja Nyata diantaranya: Instansi Pemerintahan, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan 
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Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan instansi lain yang 

berkaitan dengan perpajakan; 

d. Mahasiswa melakukan survei lokasi kepada instansi terkait, dengan 

menanyakan apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata sekaligus menanyakan apa saja persyaratan yang harus 

dipenuhi; 

e. Mahasiswa menyusun proposal permohonan Praktek Kerja Nyata 

kepada Fakultas untuk mendapatkan persetujan dan surat pengantar 

yang nantinya akan diserahkan kepada instansi; 

f. Mahasiswa datang kembali ke instansi untuk menyerahkan surat 

pengantar dari fakultas. Surat ditujukan kepada Kepala instansi, yang 

diserahkan kepada sekretaris atau pihak yang berwenang lainnya; 

g. Mahasiswa menerima surat balasan dari instansi yang menyatakan 

kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk 

mendapatkan surat tugas; 

h. Mahasiswa menerima surat tugas Praktek Kerja Nyata dan surat Tugas 

dosen supervisi dari fakultas; 

i. Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

 

3.1.2  Tempat Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten  Jember yang beralamat di Jl. Jawa No. 72 Jember 

pada Bidang 1 yaitu Bidang Pendataan dan Pelayanan. 

 

3.1.3  Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  sesuai dengan surat tugas nomor 

0771/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai 

dengan tanggal 09 April 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai jam kerja di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: 
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Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07:30 – 15:00 WIB 12:00 – 13:00 WIB 

Jumat 07:30 – 15:00 WIB 11:30 – 13:00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1  Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedur Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek 

Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada satu bidang yang 

masih berkaitan dengan judul tersebut, yaitu bidang Pendataan dan Pelayanan. 

Pada bidang ini penulis diberi tugas seperti melakukan pendataan, mengisi Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak (LSOP), menginput data objek PBB-P2 untuk diterbitkan Laporan Hasil 

Penelitian (LHP).  

 

3.2.2  Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan pendapatan Daerah (BAPENDA)  

Kabupaten Jember yang dapat dilihat di Tabel 3.2 berikut ini:
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Tabel 3.2  Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

 

(b) 

Penanggung 

Jawab 

(c) 

Hasil 

Pelaksanaan 

(d) 

Minggu I 

26 Februari s/d 

02 Maret 2018 

1. Diterima Praktek 

Kerja Nyata di 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember oleh Subbag 

Umum 

 
 

2. Penempatan di 

Bidang I, Bidang 

Pendataan dan 

Pelayanan 

 

 

3. Membantu Mengisi 

LSPOP (Lampiran 

Surat 

Pemberitahuan 

Objek Pajak) 

 

4. Membantu 

menginput data 

objek baru PBB-P2 

 
 
 

 

5. Membantu mencari 

informasi terkait NOP  

1. Siti selaku staf 

Tata Usaha Sub 

Bagian Umum  

 

 

 

 

2. Fx Agus 

Sudarsono 

Selaku KABID 

(Kepala Bidang) 

Pendataan 

 

3. Sulaeman, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

 

4. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

5. Ir. Bambang 

Subagio, selaku  

1.Diterima 

sebagai 

peserta 

Praktek Kerja 

Nyata (PKN)   

 

 

2. Mengetahui 

penempatan  

untuk 

melaksanakan 

PKN  

 

3. Mengetahui 

cara mengisi 

LSOP 

 

 

 

4. Mengetahui  

tata cara 

pendataan 

objek baru 

PBB-P2 

 

5. Mengetahui 

tata cara  

bersambung 
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(a) (b) (c) (d) 

 

 

 

 

 

 

Minggu II 

05 Maret s/d 

09 Maret 2018 

(Nomor Objek Pajak) 

 

 

 

 

 

1.  Membantu mengisi 

SPOP (Surat 

Pemberitahuan Objek 

Pajak) 

 

2. Membantu 

Menginput data objek 

baru PBB-P2 

 

 

 

3. Membantu mencari 

informasi terkait NOP 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Sharing terkait 

pajak yang di kelola 

BAPENDA 

 

staf pendataan 

dan Yudi 

Abdilah, selaku 

staf Operator 

Console (OC) 

 

1. Sulaeman, 

selaku staf 

pendataan 

 
 
 

2. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

3. Ir. Bambang 

Subagio, 

selaku staf 

pendataan dan 

Yudi Abdilah, 

selaku staf 

Operator 

Console (OC) 

 

4. Ir. Bambang 

Subagio, 

selaku staf 

pendataan 

pencarian NOP 

Wajib Pajak 

 

 

 

 

1. Mengetahui 

tata cara 

pengisian 

SPOP 

 

2.  Memperoleh 

tata cara 

menginput 

data objek 

baru PBB-P2 

 

3. Mengetahui 

tata cara 

pencarian 

NOP Wajib 

Pajak 

 
 
 
 
 
 

 

4. Memperoleh 

informasi 

terkait pajak 

yang 

dikelola 

BAPENDA 

sambungan 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu III 

12 Maret s/d  

16 Maret 2018 

1. Menginput data 

objek baru PBB-P2 

 

 

 

 

2. Melakukan export 

exel Surat Setoran 

Pajak/retribusi atas 

sewa rumah dinas 

guru se-kabupaten 

Jember 

 

3. Menyampaikan 

Surat Teguran kepada 

Restoran-restoran 

yang memiliki 

tunggakan 

 

4. Survei Lapangan 

 

 

 

 

 

 

5. Sharing terkait 

PAD Kabupaten 

Jember 

 

1. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

2. Bambang 

Rusmiadi, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

 

3. Agus 

Sujatmiko, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

4. Bambang 

Rusmiadi, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

 

5. Eko, selaku staf 

pengelolaan dan 

pengendalian 

1. Mengetahui 

tata cara 

menginput 

data objek 

baru PBB-P2 

 

2. Mengetahui 

cara export 

exel SSP 

melalui 

sistem 

SIMPANDA  

 

3. Mengetahui 

proses 

penyampaian 

Surat Teguran 

 

 

4. Mengetahui 

tata cara 

pelaksanaan 

pendataan 

lapangan 

 

 

5. Memperoleh 

informasi 

terkait  PAD 

Kab. Jember 

sambungan 

bersambung 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu IV 

19 Maret s/d  

23 Maret 2018 

1. Menginput data 

pengajuan objek baru 

PBB-P2 

 
 
 
 
 

2. Melakukan rekap 

data pembayaran 

Pajak Restoran 

 

 

 

3. Membantu mencari 

informasi terkait NOP 

 

 
 
 

 

 

 

4. Mewawancari 

Bapak Bambang dan 

Bapak Sulaeman 

Terkait Pendataan 

PBB-P2 

 

1. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

2. Agus 

Sujatmiko, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

3. Ir. Bambang 

Subagio, selaku 

staf pendataan 

dan Yudi 

Abdilah, staf 

Operator 

Console (OC) 

 

4. Bambang 

Rusmiadi dan 

Sulaeman, 

selaku staf 

pendataan 

 

1. Mengetahui  

tata cara 

pendataan 

objek baru 

PBB-P2 

 

2. Mengetahui 

cara merekap 

data 

pembayaran 

pajak restoran 

 

3. Mengetahui 

tata cara 

pencarian 

NOP Wajib 

Pajak 

 

 

 

 

4. Memperoleh 

informasi 

terkait tata 

cara 

pendataan 

PBB-P2 

 

 

 

sambungan 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu V 

26 Maret s/d  

29 Maret 2018 

1. Menginput data 

objek baru PBB-P2 

 

 

 

 

1. Mengisi SPOP 

dan LSPOP 

 

 

 

 

3. Rekap data 

pembayaran Pajak 

Hotel 

 

 

 

 

4. Mewawancari 

Bapak Teguh terkait 

Penilaian NJOP 

1. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

2. Bambang 

Rusmiadi, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

3. Agus 

Sujatmiko, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

 

4. Teguh Dwi 

Putro, selaku staf 

Operator Console  

(OC) 

 

1. Mengetahui 

tata cara 

pendataan 

objek baru 

PBB-P2 

 

2. Mengetahui  

tata cara 

pengisian 

SPOP dan 

LSPOP 

 

3. Mengetahui 

cara 

merekap 

data 

pembayaran 

Pajak Hotel 

 

4. Memperoleh 

informasi 

tentang tata 

cara penilaian 

NJOP 

    

 

 

 

 

sambungan 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu VI 

02 April s/d  

06 April 2018 

1. Menginput data 

objek baru PBB-P2 

 

 

 

 

 

 

2. Membantu rekap 

data pembayaran 

pajak penerangan 

jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Membantu rekap 

data  pembayaran 

pajak parkir 

 

 

 

 

4. Sharing terkait 

prosedur administrasi 

pajak daerah 

 

 

 

  

1.  Mohamad 

Hadida 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

 

2. Agus 

Sujatmiko, 

selaku staf 

pendataan 

 

 

 

 

3. Agus 

Sujatmiko, 

selaku staf 

pendataan 

 

4. Hendra 

Surya Putra, 

selaku Kepala 

Seksi 

penagihan 

1. Mengetahui 

tata cara 

menginput 

data objek 

baru PBB-P2 

 

2. Mengetahui 

cara merekap 

data 

pembayaran 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

 

 

3. Mengetahui 

cara merekap 

data 

pembayaran 

Pajak Parkir 
 
 

4. Mendapat 

informasi 

terkait 

prosedur 

administrasi 

pajak daerah 

 

 

 

 

sambungan 
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(a) (b) (c) (d) 

Minggu VII 

09 April 2018 

1.Membantu 

menginput data objek 

baru PBB-P2 

1. Mohamad 

Hadidia 

Mahendra, 

selaku staf 

pendataan 

1. Mengetahui 

tata cara 

menginput 

data objek 

baru PBB-P2  

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa 

simbol angka atau bilangan (Sugiyono, 2015:23). Data kuantitatif pada 

pelaksanaan kegiatan ini berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 

Daerah, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Laporan Hasil Penelitian (LHP), Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP), Klasifikasi NJOP. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2015:23). Adapun data kualitatif yang 

digunakan adalah data berupa hasil wawancara. 

 

3.3.2  Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016:308). Dalam kegiatan ini pengumpulan 

data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan staf bidang 

pendataan dan staf Operator Console  (OC) BAPENDA Kabupaten 

Jember guna untuk memperoleh data sehingga mengetahui prosedur 

pendataan dan penilaian NJOP. 

b. Data Sekunder 

sambungan 
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Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:308). Dalam kegiatan Praktek 

Kerja Nyata ini penulis meminta data berkaitan kegiatan pendataan dan 

penilaian PBB-P2. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data dari 

buku, artikel, internet dan lain-lain. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, 

menelaah dan mengkaji literatur-literatur berupa buku, jurnal, internet, 

observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan 

Tugas Akhir ini (Sugiyono, 2016:196). 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2016:194). Pada Kegiatan 

PKN ini wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab 

langsung antara penulis dan narasumber Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember terkait masalah pendataan dan penilaian PBB-P2. 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat 

langsung di lapangan (Sugiyono, 2016:203). Pada kegiatan PKN ini 

penulis mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan 

untuk menemukan data yaang berkaitan dengan fokus penyusunan 

Laporan Tugas Akhir, yaitu Prosedur Pendataan dan Penilaian Nilai Jual 

Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember;  

Terdapat 5 tahapan dalam proses Pendataan dan Penilaian Nilai Jual Objek 

Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  (PBB-P2) diantaranya adalah pendaftaran, pendataan, penilaian, 

penetapan dan pembayaran. Adapun kegiatan ini telah sesuai dengan Peraturan 

Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember. 

  

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

BAPENDA Kabupaten Jember diharapkan mampu memberikan sosialisasi 

terkait pemahaman Wajib Pajak tentang NJOP, Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NJOPTKP), dan ketentuan ketetapan tarif pajak. Sehingga untuk 

tahun-tahun yang akan datang BAPENDA Kabupaten Jember dapat menerapkan 

Self Assessment System yang dibarengi dengan adanya sistem online terkait 

penilaian dan perhitungan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

62 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat 

 

Agoes, S dan E. Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: 

Salemba Empat 

 

Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis. Edisi 2. 

Jakarta: Mitra Wacana Media 

 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan .Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi 

 

Prawoto, A. 2016. Teori dan Praktek Penilaian Properti. Edisi ketiga. 

Yogyakarta: BPFE 

 

Pohan, C. A. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia           Teori 

dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media   

 

Rahayu, S.K. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: 

Graha Ilmu 

 

Sambodo, A. 2015. Pajak dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat 

 

Siahaan, M.P.2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Edisi Revisi. Jakarta: 

PT Grafindo Persada 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. 

Bandung: PT Alfabet 

 

________. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. 

Bandung: PT Alfabet 

 

Supriyanto, E. 2011. Akuntansi Perpajakan.Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT 

penelitian Universitas Jember 

 

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat 

 

Undang-Undang:

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


63 
 

 
 

Bupati Jember. 2012. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Jember. Jember 

 

Bupati Jember. 2016. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016  Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jember 

 

Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 115 Tahun 

2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan 

Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam 

Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data. Jakarta 

 

Direktur Jenderal Pajak. Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE-14/PJ/2012 Tentang Monografi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan. Jakarta 

 

Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek 

Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta  

 

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jember 

 

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta 

 

Skripsi: 

 

Wulandari, B. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan 

Serta Pelayanan Pajak Terhadap Kemauan Dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Skripsi. Yogyakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  

 

Internet: 
http://www.jejakislam.com/2017/01/kata-mutiara-tentang-ilmu.html  (diakses tanggal 7 

April 2018) 
 

https://kbbi.web.id/prosedur (diakses tanggal 4 April 2018) 
 

http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-

pembangunan (diakses tanggal 28 Maret 2018) 
 

http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah 

(diakses tanggal 28 April 2018) 
 

http://www.quotegarden.com/taxes.html  (diakses tanggal 7 April 2018)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://www.jejakislam.com/2017/01/kata-mutiara-tentang-ilmu.html
https://kbbi.web.id/prosedur
http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan
http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah
http://www.quotegarden.com/taxes.html
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

64 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Pengantar Praktek Kerja Nyat 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


68 
 

 

 

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012
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Lampiran 14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 
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Lampiran 16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
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Lampiran 18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
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Lampiran 19. Fotocopy Sertifikat Tanah 
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Lampiran 20. Fotokopi Ijin Membangun Bangunan (IMB) 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


111 
 

 

Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
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Lampiran 23. Formulir Pelayanan Wajib Pajak 
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Lampiran 24. Contoh Surat Pemberitahuan Pendataan 
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Lampiran 25. Contoh Berita Acara Hasil Pendataan 
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Lampiran 26. Laporan Hasil Penelitian (LHP) 
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Lampiran 27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-115/PJ/2002 
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Lampiran 28. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/2/1.12/2017
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Lampiran 30. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 
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Lampiran 31. Tanda Terima Sementara (TTS) 
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